KEMEN/LEMB

UNIT ORG

SATUAN KERJA

PROPINSI
LOKASI

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

: (013)
1 (01) Sekretariat Jenderal

1 (14) KALIMANTAN TENGAH
1 (51) KOTA PALANGKARAYA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

: (409190) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA

Halaman: 1

KODE

PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR
KINERJA AKTIVITAS/KRO

ALOKASI ANGGARAN T.A 2023

VOLUME /
SATUAN

ANGKA DASAR

INISIATIF BARU

JUMLAH

)

&)

©)

4)

)

(6)

013.01.WA

Program Dukungan Manajemen

07

07.01
07.02

1558

Sasaran Program :

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan
Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan
Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI

Indikator Kinerja Program :

Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"

Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90

Layanan Manajemen Internal Kementerian Hukum dan
HAM

Indikator Output Program

Indeks Kepuasan Layanan Internal Kementerian Hukum dan
HAM

Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM

01

1558.EBA

956

01
958

01

959

01
960

01

962

01
994

Indikator Kinerja Kegiatan :

Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor

Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line] 14.51 KOTA
PALANGKARAYA

Indikator KRO

Persentase pegawai yang puas atas layanan perkantoran
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Persentase BMN yang digunakan untuk mendukung tusi sesuai
02 ketentuan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM

Persentase menurunnya nilai temuan BMN di lingkungan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

04 Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti

01

03

Persentase publikasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM yang terintegrasi

06 Jumlah layanan Protokoler

05

Layanan BMN

Indikator RO

Persentase satuan kerja yang data BMN-nya tercatat, tervalidasi
dan akurat

Layanan Hubungan Masyarakat

Indikator RO

Jumlah layanan informasi kegiatan kantor wilayah yang
disebarluaskan/dipublikasikan kepada masyarakat

Layanan Protokoler

Indikator RO

Jumlah Layanan Keprotokolan yang dilaksanakan kantor wilayah
sesuai dengan peraturan

Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

Indikator RO

Jumlah Layanan Fasilitasi Ketatalaksanaan dan Kelembagaan
yang dilaksanakan oleh Kanwil

Layanan Umum
Indikator RO
Indeks kepuasan pengguna layanan umum

Layanan Perkantoran

6.00 Layanan,
Laporan, Dokumen,
Rekomendasi, Unit

1.00
Layanan

1.00
Layanan

1.00
Layanan

1.00
Layanan

1.00
Layanan

1.00
Layanan

15,205,390,000

15,205,390,000

15,205,390,000

15,205,390,000

13,356,849,000

217,544,000

165,729,000

78,646,000

77,196,000

7,140,000

12,810,594,000

13,356,849,000

217,544,000

165,729,000

78,646,000

77,196,000

7,140,000

12,810,594,000




KEMEN/LEMB

UNIT ORG

SATUAN KERJA

PROPINSI
LOKASI

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

1 (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

1 (01) Sekretariat Jenderal

: (409190) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA
1 (14) KALIMANTAN TENGAH

1 (51) KOTA PALANGKARAYA

Halaman: 2

KODE

PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR

ALOKASI ANGGARAN T.A 2023

VOLUME /

KINERJA AKTIVITAS/KRO SATUAN

ANGKA DASAR

INISIATIF BARU

JUMLAH

)

%) (3) (4)

)

(6)

01

1558.EBC

954

01

1558.EBD

952

01

953

01

955

01

961

01

Indikator RO

Persentase Realisasi Belanja Pegawai dan Pemeliharaan Kantor

Layanan Manajemen SDM Internal [Base Line] 14.51 KOTA
PALANGKARAYA

Indikator KRO
Persentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat
di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan

Retirement di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM

136.00 Orang,

Layanan, Rekomendasi 290,053,000

01

Layanan Manajemen SDM 136.00 Orang 290,053,000

Indikator RO

Persentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di
dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan
Retirement di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM

Layanan Manajemen Kinerja Internal [Base Line] 14.51 KOTA
PALANGKARAYA

4.00 Dokumen,
Layanan, Laporan,
Rekomendasi

1,558,488,000

Indikator KRO

Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah
01 Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki perencanaan
penganggaran berorientasi pada hasil/outcome
Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM yang konsisten melakukan
penyerapan anggaran sesuai dengan Rencana Penyerapan
Anggaran
Persentase satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah
03 Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki nilai LAKIP
minimal (BB)
Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah
04 Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai laporan
keuangan sesuai standar akutansi pemerintahan
Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah
05 Kementerian Hukum dan HAM yang mengimplementasikan
area perubahan Reformasi Birokrasi

02

1.00

Layanan Perencanaan dan Penganggaran Dokumen

653,959,000

Indikator RO

Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki perencanaan
penganggaran berorientasi pada hasil/outcome

Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1.00

Dokumen 222,713,000

Indikator RO

Persentase satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki LAKIP
1.00

Layanan Manajemen Keuangan Dokumen

335,572,000

Indikator RO

Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai laporan
keuangan sesuai standar akutansi pemerintahan
Layanan Reformasi Kinerja 1.00

Dokumen 346,244,000

Indikator RO

Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM yang mengimplementasikan area
perubahan Reformasi Birokrasi

290,053,000

290,053,000

1,558,488,000

653,959,000

222,713,000

335,572,000

346,244,000

Palangka Raya, 30 November 2022




KEMEN/LEMB

UNIT ORG

SATUAN KERJA

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

- (013)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
: (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum
: (409191) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA

PROPINSI 1 (14) KALIMANTAN TENGAH
LOKASI 1 (51) KOTA PALANGKARAYA
Halaman: 1
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN T.A 2023
KODE KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR VOLUME ]
KINERJA AKTIVITAS/KRO SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH
1) 2 3 4 5) (6)
013.03.BF |Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 2,295,000,000 2,295,000,000
Sasaran Program :
09 Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum
Umum yang Berkepastian Hukum
Indikator Kinerja Program :
09.01 Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi
’ hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum
Permohonan Layanan Administrasi Hukum Umum yang
diselesaikan tepat waktu dan berkepastian Hukum
Indikator Output Program
Jumlah Penyelesaian Permohonan Layanan Administrasi
Hukum Umum yang tepat waktu dan berkepastian Hukum
10 | Terwujudnya Otoritas Pusat yang Efektif dan Tepat Sasaran
Indikator Kinerja Program :
10.01 Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah
’ pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti
Permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
dan Ekstradisi yang berhasil ditindaklanjuti
Indikator Output Program
Jumlah Permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah
Pidana dan Ekstradisi yang berhasil ditindaklanjuti
5251 Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah 2,295,000,000 2,295,000,000
Indikator Kinerja Kegiatan :
01 | Persentase peningkatan PNBP Administasi Hukum Umum di
02 | Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan
01 | Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat
5251.AEA | Koordinasi [Base Line] 14.51 KOTA PALANGKARAYA 14.00 kegiatan 430,079,000 430,079,000
Indikator KRO
01 Terselenggaranya Koordinasi dengan Instansi Terkait
. L . . . 14.00
001 | Koordinasi Divyankum dengan instansi terkait kegiatan 430,079,000 430,079,000
Indikator RO
01 | Terselenggaranya koordinasi Divyankum dengan instansi terkait
. . . 4.00 layanan,
Pelayanan Publik Lainnya [Base Line] 14.51 KOTA .
5251.BAH PALANGKARAYA bldang,_dokumgn, 772,017,000 772,017,000
Miliar Rp, titik
Indikator KRO
01 Terselenggaranya Pelayanan Publik Lainnya
001 |Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah 4.00 layanan 772,017,000 772,017,000
Indikator RO
01 | Terselenggaranya Layanan AHU di Wilayah
Perkara Hukum Lembaga [Base Line] 14.51 KOTA PALANGKARAYA 1.00 Perkara,
5251.BCB Berkas Perkara 9,224,000 9,224,000
Indikator KRO
01 Terselenggarannya Perkara Hukum Lembaga
001 | Penanganan perkara pada kantor wilayah 1.00 Perkara 9,224,000 9,224,000

Indikator RO




RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEMEN/LEMB :(013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORG

: (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum

SATUAN KERJA : (409191) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA

PROPINSI 1 (14) KALIMANTAN TENGAH
LOKASI 1 (51) KOTA PALANGKARAYA
Halaman: 2
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN T.A 2023
KODE KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR VOLUME ]
KINERJA AKTIVITAS/KRO SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH
1) 2 3 4 5) (6)
01 | Terselengaranya Penanganan Perkara pada Kantor Wilayah
. . 6.00 Lembaga,
5251.BIC Eiﬂ%’@;i’;iﬂkpe”ge”dm'a” Lembaga [Base Line] 14.51 KOTA || .0 on ‘Badan Usaha, 1,083,680,000 1,083,680,000
Penyalur, Keputusan
Indikator KRO
01 Terselenggaranya Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
001 | Pengawasan kenotariatan pada Majelis Pengawas di Wilayah Lembea{gg 1,083,680,000 1,083,680,000

01

Indikator RO

Terselenggarannya Pengawasan Kenotariatan pada Majelis
Pengawas di Wilayah

HENDRA EKAPUT|
P£197212241999021001




KEMEN/LEMB :(013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORG

SATUAN KERJA

PROPINSI
LOKASI

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

: (05) Ditjen Pemasyarakatan

1 (14) KALIMANTAN TENGAH
1 (51) KOTA PALANGKARAYA

: (409192) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA

Halaman: 1

KODE

PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR
KINERJA AKTIVITAS/KRO

ALOKASI ANGGARAN T.A 2023

VOLUME /
SATUAN

ANGKA DASAR

INISIATIF BARU

JUMLAH

)

&)

©)

4)

)

(6)

013.05.BF

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

06

06.01
06.02
06.03
06.04

07

07.01
07.02

07.03

07.04
07.05
07.06

08

08.01

5252

Sasaran Program :

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang
Berkualitas

Indikator Kinerja Program :

Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan
Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan
Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan
Tahanan

Penyelenggaraan Layanan Dasar Pemasyarakatan yang
Berkualitas

Indikator Output Program

Persentase Narapidana/Tahanan/Anak yang mendapatkan
layanan perawatan sesuai standar

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang
Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis
HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang
Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien
Pemasyarakatan

Indikator Kinerja Program :
Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana

Indeks Pemenuhan Hak Narapidana

Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien
Pemasyarakatan

Indeks Pembinaan Khusus Anak
Indeks Pengelolaan Basan Baran

Indeks Pelayanan Tahanan

Penyelenggaraan Layanan Teknis Pemasyarakatan yang
berkualitas

Indikator Output Program

Persentase Narapidana yang mendapatkan layanan
pembinaan narapidana sesuai standar

Persentase Klien yang mendapatkan layanan pembimbingan
klien pemasyarakatan sesuai standar

Persentase Anak yang mendapatkan layanan pendidikan dan
pengentasan sesuai standar

Persentase Basan Baran yang dikelola sesuai standar

Persentase Tahanan yang mendapatkan layanan tahanan
sesuai standar

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman
dan Tertib

Indikator Kinerja Program :

Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan
Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib

Indikator Output Program

Persentase ganguan keamanan yang di tindak dan
ditanggulangi sesuai standar

Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan :

676,331,000

676,331,000

676,331,000

676,331,000




KEMEN/LEMB

UNIT ORG

SATUAN KERJA

PROPINSI
LOKASI

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

: (013)
: (05) Ditjen Pemasyarakatan

1 (14) KALIMANTAN TENGAH
1 (51) KOTA PALANGKARAYA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

: (409192) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA

Halaman: 2

KODE

PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR
KINERJA AKTIVITAS/KRO

ALOKASI ANGGARAN T.A 2023

VOLUME /
SATUAN

ANGKA DASAR

INISIATIF BARU

JUMLAH

)

&)

©)

4)

)

(6)

01
01
02
03
04
05
06
07
08
01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
01
02
01
02
03
04
01
02
03
01
02
03
04

5252.AEA

001

Indikator Kinerja Kegiatan :

Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan
Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan
Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami
Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan
Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-
Persentase perubahan kualitas hidup

Persentase menurunnya tahanan yang overstaying
Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan
Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan
Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi
Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan
Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah
Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan
Persentase narapidana yang bekerja dan produktif

Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi
Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga
Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan
Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau
Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan
Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya
Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan
Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi
persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai
Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non
Koordinasi [Base Line] 14.51 KOTA PALANGKARAYA

Indikator KRO

Persentase UPT Pemasyarakatan di wilayah yang disupervisi
01 dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan di wilayah sesuai
standar
Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Fungsi Pemasyarakatan
di Wilayah
Indikator RO

10.00 kegiatan

10.00
kegiatan

297,239,000

297,239,000

297,239,000

297,239,000




KEMEN/LEMB

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

: (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORG

SATUAN KERJA

PROPINSI
LOKASI

: (05) Ditjen Pemasyarakatan

1 (14) KALIMANTAN TENGAH
1 (51) KOTA PALANGKARAYA

: (409192) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA

Halaman: 3

KODE

PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR
KINERJA AKTIVITAS/KRO

ALOKASI ANGGARAN T.A 2023

VOLUME /
SATUAN

ANGKA DASAR

INISIATIF BARU

JUMLAH

)

&)

©)

4)

)

(6)

01

5252.AEF

001

01

5252.BHB

001

Presentase UPT Pemasyarakatan di wilayah yang disupervisi
dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan di wilayah sesuai
standar

Sosialisasi dan Diseminasi [Base Line] 14.51 KOTA
PALANGKARAYA

Indikator KRO

Persentase UPT Pemasyarakatan di wilayah yang disupervisi
01 dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan di wilayah sesuai
standar

Pembinaan Layanan Pemasyarakatan di Wilayah

Indikator RO

Persentase UPT Pemasyarakatan di wilayah yang disupervisi
dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan di wilayah sesuai
standar

Operasi Bidang Keamanan [Base Line] 14.51 KOTA
PALANGKARAYA

Indikator KRO
01 Persentase pengaduan yang diselesaikan

02 Persentase pencegahan gangguan kamtib

Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh
Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan
kamtib secara tuntas

03
04

05 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar
Persentase gangguan kamtib yang ditindak dan ditanggulangi
sesuai standar

Operasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di
Wilayah

Indikator RO

06

68.00 orang

68.00 orang

12.00 operasi,
Hari Operasi

12.00 operasi

164,302,000

164,302,000

214,790,000

214,790,000

164,302,000

164,302,000

214,790,000

214,790,000




KEMEN/LEMB

UNIT ORG

SATUAN KERJA

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

: (013)
: (06) Ditjen Imigrasi

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

: (409193) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA

PROPINSI 1 (14) KALIMANTAN TENGAH
LOKASI 1 (51) KOTA PALANGKARAYA
Halaman: 1
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN T.A 2023
KODE KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR
KINERJA AKTIVITAS/KRO VOLUME / ANGKA DASAR | INISIATIF BARU JUMLAH
SATUAN
) 2 ©) 4) (5) (6)
013.06.BF | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 1,318,123,000 1,318,123,000
Sasaran Program :
04 Me_ningkat_nya Kepuasan Masyarakat atas Layanan
Keimigrasian
Indikator Kinerja Program :
04.01 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian
Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian
Indikator Output Program
Jumlah Pelayanan Kegiatan yang Diselesaikan Sesuai
Dengan Ketentuan
05 Meningkatnya Stabilita; Keamanan r_nelalyi Pencegahan,
Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian
Indikator Kinerja Program :
05.01 | Indeks Pengamanan Keimigrasian
Penyelenggaraan Pengamanan Keimigrasian
Indikator Output Program
Jumlah Kegiatan Penegakan Hukum Keimigrasian yang
Dilaksanakan
e P e T
Indikator Kinerja Kegiatan :
01 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian
02 | Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah
5254 AEA | Koordinasi [Base Line] 14.51 KOTA PALANGKARAYA 8.00 kegiatan 762,610,000 762,610,000
Indikator KRO
01 Jumlah Pembinaan dan koordinasi Bidang Teknis Keimigrasian
002 | Pembinaan dan Koordinasi Bidang Teknis Keimigrasian kegig{gr? 762,610,000 762,610,000
Indikator RO
01 | Jumlah Pembinaan dan koordinasi Bidang Teknis Keimigrasian
5254 BHB LSAB:(A\]NOGF)E/&&RSL\B(?&”Q Keamanan [Base Line] 14.51 KOTA l?—ig?i c())ppe:erraassii 492,013,000 492,013,000
Indikator KRO
01 Jumlah Operasi Bidang Keamanan di Wilayah
U01 | Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Wilayah 8.00 operasi 316,456,000 316,456,000
Indikator RO
01 | Jumlah Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Wilayah
U02 | Operasi Mandiri di Wilayah 2.00 operasi 86,758,000 86,758,000
Indikator RO
01 | Jumlah Operasi Mandiri di Wilayah
U03 | Operasi Gabungan di Wilayah 1.00 operasi 56,324,000 56,324,000
Indikator RO
01 | Jumlah Operasi Gabungan di Wilayah
U04 | Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah 1.00 operasi 32,475,000 32,475,000




RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEMEN/LEMB :(013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORG

: (06) Ditjen Imigrasi

SATUAN KERJA : (409193) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA

PROPINSI 1 (14) KALIMANTAN TENGAH
LOKASI 1 (51) KOTA PALANGKARAYA
Halaman: 2
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN T.A 2023
KODE KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR VOLUME ]
KINERJA AKTIVITAS/KRO SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH
1) 2 3 4 5) (6)
Indikator RO
01 | Jumlah Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah
[SBK] Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat [Base
5254.BKA Line] 14.51 KOTA PALANGKARAYA 2.00 laporan 63,500,000 63,500,000
Indikator KRO
01 Jumlah Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat
001 | Pengawasan Orang Asing 2.00 laporan 63,500,000 63,500,000

01

Indikator RO

Jumlah Pengawasan Orang Asing




KEMEN/LEMB :(013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORG

SATUAN KERJA

PROPINSI
LOKASI

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

1 (07) Ditjen Kekayaan Intelektual

1 (14) KALIMANTAN TENGAH
1 (51) KOTA PALANGKARAYA

: (409194) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA

Halaman: 1

KODE

PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR
KINERJA AKTIVITAS/KRO

ALOKASI ANGGARAN T.A 2023

VOLUME /
SATUAN

ANGKA DASAR

INISIATIF BARU

JUMLAH

1)

&)

(©)

4)

(5)

(6)

013.07.BF

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

03

03.01

5253

Sasaran Program :
Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia

Indikator Kinerja Program :

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan
Intelektual
Penegakan dan Pelayanan Hukum di Bidang Kekayaan
Intelektual

Indikator Output Program

Persentase Penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual
Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual
Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan
Intelektual

Persentase Peningkatan Produk KI dan Komunal yang
Dilindungi (PN)

Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah

01
02
01
02
03
5253.BDC

001

01

002

01

003

01

5253.BKB

001

01

Indikator Kinerja Kegiatan :
Jumlah Permohonan Kl yang Difasilitasi Kantor Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan
Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran

Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di

Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat [Base Line] 14.51 KOTA
PALANGKARAYA

Indikator KRO

Jumlah Orang yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan
01 dalam rangka peningkatan pemahaman tentang Kekayaan
Intelektual di wilayah

Diseminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah

Indikator RO

Jumlah Orang yang Mendapatkan Informasi Kekayaan Intelektual
melalui Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi di wilayah

Edukasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di
Wilayah

Indikator RO

Jumlah Orang yang Mendapatkan Informasi melalui Kegiatan
Peningkatan Kesadaran masyarakat terhadap Pelindungan Ki di
Wilayah

Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah

Indikator RO

Jumlah orang yang mendapatkan fasilitas pendampingan
pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual

Pemantauan produk [Base Line] 14.51 KOTA PALANGKARAYA

Indikator KRO

Jumlah Laporan Penegakan Hukum Bidang Kekayaan
Intelektual di Wilayah

Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di
Wilayah

Indikator RO

Jumlah Laporan Penegakan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual
di Wilayah

01

405.00 Orang

330.00 Orang

50.00 Orang

25.00 Orang

1.00 laporan

1.00 laporan

1,387,183,000

1,387,183,000

1,387,183,000

1,387,183,000

1,325,254,000

865,561,000

38,211,000

421,482,000

61,929,000

61,929,000

1,325,254,000

865,561,000

38,211,000

421,482,000

61,929,000

61,929,000




KEMEN/LEMB :(013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORG

SATUAN KERJA

PROPINSI
LOKASI

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

: (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan

1 (14) KALIMANTAN TENGAH
1 (51) KOTA PALANGKARAYA

: (409195) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA

Halaman: 1

KODE

PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR
KINERJA AKTIVITAS/KRO

ALOKASI ANGGARAN T.A 2023

VOLUME /
SATUAN

ANGKA DASAR

INISIATIF BARU

JUMLAH

)

&)

©)

4)

)

(6)

013.08.BB

Program Pembentukan Regulasi

01

01.01

01.02

01.03

5250

Sasaran Program :

Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang
berkualitas

Indikator Kinerja Program :

Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan
yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan

Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga
perancang peraturan perundang-undangan

Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan
yang diselesaikan sesuai dengan permohonan

Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Output Program

Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan
yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan

Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga
perancang peraturan perundang-undangan

Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan
yang diselesaikan sesuai dengan permohonan
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di
Wilayah

5250.ABD

001

5250.ADG

001

Indikator Kinerja Kegiatan :

Kebijakan Bidang Hukum dan HAM [Base Line] 14.51 KOTA
PALANGKARAYA

Indikator KRO

Persentase rancangan peraturan daerah yang difasiltasi sesuai

01 dengan permohonan

Rekomendasi Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah

Indikator RO

Standarisasi Profesi dan SDM [Base Line] 14.51 KOTA
PALANGKARAYA

Indikator KRO

jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah

02 yang mendapatkan pembinaan

Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah

Indikator RO

19.00
Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

19.00
Rekomendasi
Kebijakan

14.00 Orang

14.00 Orang

310,000,000

310,000,000

310,000,000

310,000,000

271,671,000

271,671,000

38,329,000

38,329,000

271,671,000

271,671,000

38,329,000

38,329,000




KEMEN/LEMB : (013)

UNIT ORG

SATUAN KERJA

PROPINSI
LOKASI

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

: (09) Ditjen Hak Asasi Manusia

1 (14) KALIMANTAN TENGAH
1 (51) KOTA PALANGKARAYA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

: (409196) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA

Halaman: 1

KODE

PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR
KINERJA AKTIVITAS/KRO

ALOKASI ANGGARAN T.A 2023

VOLUME /
SATUAN

ANGKA DASAR

INISIATIF BARU

JUMLAH

)

&)

©)

4)

)

(6)

013.09.BG

Program Pemajuan dan Penegakan HAM

01

01.01
01.02

01.03

5255

Sasaran Program :

Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif
HAM

Indikator Kinerja Program :

Persentase Kab/Kota Peduli HAM

Persentase penanganan dugaan pelanggaraan HAM yang
ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil
Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan
publik berbasis HAM

Kebijakan Pembangunan yang Berperspektif HAM

Indikator Output Program

Persentase Kab/Kota Peduli HAM

Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang
ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil
Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan
publik berbasis HAM

Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah

01
02
03
01

5255.ABD

003

01

5255.BAH

001

01

5255.BDB

Indikator Kinerja Kegiatan :

Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi
jumlah kab/kota peduli HAM

Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil
Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak

Kebijakan Bidang Hukum dan HAM [Base Line] 14.51 KOTA
PALANGKARAYA
Indikator KRO

Jumlah Rekomendasi Analisis Produk Hukum Daerah dari

03 Perspektif HAM

Rekomendasi Analisis Produk Hukum di Daerah

Indikator RO

Jumlah Telaahan/Rekomendasi Rancangan Produk Hukum
Daerah dari Perspektif HAM Kanwil

Pelayanan Publik Lainnya [Base Line] 14.51 KOTA
PALANGKARAYA

Indikator KRO

o1 Jumlah Pelayanan Publik terhadap permasalahan HAM yang
ditindak lanjuti di Wilayah

Fasilitasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di wilayah
Indikator RO

Jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM

Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga [Base Line] 14.51 KOTA
PALANGKARAYA

Indikator KRO
01 Jumlah Diseminasi P2 HAM di Wilayah
02 Jumlah Koordinasi antar Lembaga

03 Jumlah Penyediaan Data Pemajuan HAM

1.00
Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

1.00
Rekomendasi
Kebijakan

1.00 layanan,
bidang, dokumen,
Miliar Rp, titik

1.00 layanan

3.00 Lembaga,
Unit Kerja, Tim

231,015,000

231,015,000

231,015,000

231,015,000

20,770,000

20,770,000

38,387,000

38,387,000

123,768,000

20,770,000

20,770,000

38,387,000

38,387,000

123,768,000




KEMEN/LEMB : (013)

UNIT ORG

SATUAN KERJA

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

: (09) Ditjen Hak Asasi Manusia

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

: (409196) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA

PROPINSI 1 (14) KALIMANTAN TENGAH
LOKASI 1 (51) KOTA PALANGKARAYA
Halaman: 2
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN T.A 2023
KODE KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR VOLUME ]
KINERJA AKTIVITAS/KRO SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH
1) 2 3 4 5) (6)
002 | Pembinaan Lembaga Publik Berbasis HAM di Wilayah Lemb::gg 123,768,000 123,768,000
Indikator RO
o1 Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Publik Berbasis HAM
di Wilayah h
S . . . 1.00 Daeral
5255.FBA E%ﬂ:f;ﬁi’,‘\éi’ggg?i" Pemerintah Daerah [Base Line] 14.51 : (ProviKab/Kota), 48,090,000 48,090,000
rovinsi, Kab/Kota
Indikator KRO
01 Jumlah Kota/Kab Peduli HAM
001 | Pengumpulan Data dan Pendampingan Kab/Kota Peduli HAM vegi ;{gg 48,090,000 48,090,000
Indikator RO
o1 Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Proses Penilaian Kriteria

Kab/Kota Peduli HAM




KEMEN/LEMB :(013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORG

SATUAN KERJA

PROPINSI
LOKASI

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

1 (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
: (409197) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA

1 (14) KALIMANTAN TENGAH
1 (51) KOTA PALANGKARAYA

Halaman: 1

KODE

PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR
KINERJA AKTIVITAS/KRO

ALOKASI ANGGARAN T.A 2023

VOLUME /
SATUAN

ANGKA DASAR

INISIATIF BARU

JUMLAH

)

&)

©)

4)

)

(6)

013.10.BB

Program Pembentukan Regulasi

02

02.01

02.02

5256

Sasaran Program :

Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan
peninjauan/analisis dan evaluasi hukum

Indikator Kinerja Program :

Persentase hasil pemantauan dan peninjauan /analisis dan
evaluasi peraturan perundangundangan yang dimanfaatkan
oleh pembuat kebijakan

Persentase Jumlah RUU Prakarsa Pemerintah Dalam
Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 Yang Masuk Ke
Dalam Prolegnas Prioritas Tahunan

Rekomendasi Peraturan Perundang-undangan

Indikator Output Program

Persentase hasil pemantauan dan peninjauan /analisis dan
evaluasi peraturan perundangundangan yang dimanfaatkan
oleh pembuat kebijakan

Persentase Jumlah RUU Prakarsa Pemerintah Dalam
Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 Yang Masuk Ke
Dalam Prolegnas Prioritas Tahunan

Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan
Evaluasi Produk Hukum di Wilayah

01

5256.ABD

001

01

5256.BDB

001

01

Indikator Kinerja Kegiatan :
Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan

Kebijakan Bidang Hukum dan HAM [Base Line] 14.51 KOTA
PALANGKARAYA
Indikator KRO

Jumlah rekomendasi pemantauan dan evaluasi produk hukum

01 di daerah

Rekomendasi Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Daerah

Indikator RO

Presentase rekomendasi hasil analisis dan Evaluasi peraturan
perundang-undangan pada tahun sebelumnya yang
dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan pada tahun berjalan
Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga [Base Line] 14.51 KOTA
PALANGKARAYA

Indikator KRO

Jumlah Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah

01 Daerah

Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah

Indikator RO

Persentase RUU usulan pemerintah dalam Prolegnas Prioritas
Tahunan

1.00
Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

1.00
Rekomendasi
Kebijakan

1.00 Lembaga,
Unit Kerja, Tim

1.00
Lembaga

135,212,000

135,212,000

135,212,000

135,212,000

51,915,000

51,915,000

83,297,000

83,297,000

51,915,000

51,915,000

83,297,000

83,297,000




KEMEN/LEMB

UNIT ORG

SATUAN KERJA

PROPINSI
LOKASI

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

- (013)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

1 (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional

1 (14) KALIMANTAN TENGAH
1 (51) KOTA PALANGKARAYA

: (409197) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA

Halaman: 2

KODE

PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR
KINERJA AKTIVITAS/KRO

ALOKASI ANGGARAN T.A 2023

VOLUME /
SATUAN

ANGKA DASAR

INISIATIF BARU

JUMLAH

)

&)

©)

4)

)

(6)

013.10.BF

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

11

11.01

11.02

11.03

11.04

4841

Sasaran Program :
Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum

Indikator Kinerja Program :

Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi
hukum

Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani
sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang
dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Indeks kepuasan layanan bantuan hukum

Kesadaran dan Pemahaman Hukum Masyarakat

Indikator Output Program

Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi
hukum

Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani
sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang
dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Indeks kepuasan layanan bantuan hukum

Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di
Wilayah

01
02
03
04
05
4841.BDD

001

01

002

01

4841.BIC

001

Indikator Kinerja Kegiatan :

Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani
Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang
Indeks kepuasan layanan bantuan hukum

Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di

Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif

Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat [Base Line] 14.51
KOTA PALANGKARAYA

Indikator KRO

Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di
masing-masing wilayah

02 Jumlah Penyuluhan Hukum di Daerah

01

Fasilitasi Kelompok Desa Sadar hukum

Indikator RO

Jumlah desa/kelurahan binaan yang sudah sesuai dengan
kriteria sebagai desa/kelurahan sadar hukum

Layanan Penyuluhan Hukum

Indikator RO

Jumlah pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum langsung dan
tidak langsung kepada masyarakat

Pengawasan dan Pengendalian Lembaga [Base Line] 14.51 KOTA
PALANGKARAYA

Indikator KRO
01 Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum

Indikator RO

17.00
Kelompok Masyarakat

15.00
Kelompok Masyarakat

2.00
Kelompok Masyarakat

9.00 Lembaga,
Laporan, Badan Usaha,
Penyalur, Keputusan

9.00
Lembaga

1,085,215,000

1,085,215,000

1,085,215,000

1,085,215,000

150,000,000

95,473,000

54,527,000

101,192,000

101,192,000

150,000,000

95,473,000

54,527,000

101,192,000

101,192,000




KEMEN/LEMB

UNIT ORG

SATUAN KERJA

PROPINSI
LOKASI

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

1 (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

1 (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional

: (409197) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA
1 (14) KALIMANTAN TENGAH

1 (51) KOTA PALANGKARAYA

Halaman: 3

KODE

PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR

ALOKASI ANGGARAN T.A 2023

VOLUME /

KINERJA AKTIVITAS/KRO SATUAN

ANGKA DASAR

INISIATIF BARU

JUMLAH

)

%) (3) (4)

)

(6)

01

4841.BMA

001

01
002

01

4841.QBA

uo1

01

4841.QBC

uo1

01

Jumlah pengawasan layanan bantuan hukum

6.00 layanan,
dokumen, publikasi,
Wilayah, Peta, Data,

Lokasi

Data dan Informasi Publik [Base Line] 14.51 KOTA

PALANGKARAYA 89,993,000

Indikator KRO
01 Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif

02 Jumlah Layanan Perpustakaan di Kantor Wilayah

Fasilitasi JDIHN 5.00 layanan 80,805,000

Indikator RO
Jumlah Fasilitasi JDIHN di Seluruh Kantor Wilayah

Layanan Perpustakaan Hukum 1.00 layanan 9,188,000

Indikator RO

Jumlah Layanan Perpustakaan di Kantor Wilayah

[SBK] Layanan Bantuan Hukum Perseorangan [Base Line] 14.51
KOTA PALANGKARAYA

Indikator KRO

Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani
sesuai dengan peraturan perundang-undangan

81.00 Orang 648,000,000

01

Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi 81.00 Orang 648,000,000

Indikator RO

Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang

memperoleh bantuan hukum litigasi

[SBK] Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat [Base Line]
14.51 KOTA PALANGKARAYA

Indikator KRO

Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang
dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan

9.00 Kelompok

Masyarakat, Kegiatan 96,030,000

9.00

Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi Kegiatan

96,030,000

Indikator RO

Jumlah Kegiatan Bantuan Non Litigasi kepada orang atau
Kelompok Masyarakat Miskin

89,993,000

80,805,000

9,188,000

648,000,000

648,000,000

96,030,000

96,030,000




KEMEN/LEMB

UNIT ORG

SATUAN KERJA

PROPINSI
LOKASI

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

- (013)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

1 (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

1 (14) KALIMANTAN TENGAH
1 (51) KOTA PALANGKARAYA

: (409198) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA

Halaman: 1

KODE

PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR
KINERJA AKTIVITAS/KRO

ALOKASI ANGGARAN T.A 2023

VOLUME /
SATUAN

ANGKA DASAR

INISIATIF BARU

JUMLAH

)

&)

©)

4)

)

(6)

013.11.WA

Program Dukungan Manajemen

07

07.05

08

08.01

08.02

5248

Sasaran Program :

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan
Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan
Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI

Indikator Kinerja Program :

Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di
Lingkungan Balitbang Hukum dan HAM

Layanan Manajemen Internal Kementerian Hukum dan
HAM

Indikator Output Program

Indeks Kepuasan Layanan Internal di lingkungan Balitbang
Hukum dan HAM

Mewujudkan pemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil
analisis strategi kebijakan sebagai bahan pembangunan
hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak
asasi manusia

Indikator Kinerja Program :

Persentase pemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis
strategi kebijakan sebagai bahan pembangunan hukum
nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi
manusia

Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia

Rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum
dan hak asasi manusia

Indikator Output Program

Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan
yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum
nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia

Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di
Jurnal

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum
dan HAM di Wilayah

01
02

5248.ABD

001

01

002

01

Indikator Kinerja Kegiatan :

Persentase rekomendasi hasil analisis kebijakan hukum dan
Hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia

Kebijakan Bidang Hukum dan HAM [Base Line] 14.51 KOTA
PALANGKARAYA

Indikator KRO

Persentase rekomendasi hasil analisis kebijakan hukum dan
01 asasi manusia di wilayah sebagai bahan pembangunan hukum
nasional dan perumusan kebijakan
Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di
Wilayah

Indikator RO

Persentase rekomendasi hasil analisis kebijakan hukum dan

asasi manusia di wilayah sebagai bahan pembangunan hukum
nasional dan perumusan kebijakan

Sosialisasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi
Manusia di Wilayah

Indikator RO

Hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia
yang disosialisasikan di wilayah

4.00
Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

3.00
Rekomendasi
Kebijakan

1.00
Rekomendasi
Kebijakan

254,632,000

254,632,000

254,632,000

254,632,000

254,632,000

242,087,000

12,545,000

254,632,000

242,087,000

12,545,000

=< ‘




RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEMEN/LEMB : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG 1 (01) Sekretariat Jenderal
PROGRAM : (013.01.WA) Program Dukungan Manajemen
SATUAN KERJA : (409190) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA
PROPINSI 1 (14) KALIMANTAN TENGAH
LOKASI : (51) KOTA PALANGKARAYA
Halaman : 1
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN T.A 2023 sD/ Eg;
KODE KINERJA PROG}?SI{\A/ILQEE:\?TAN/ KRO/ RO/ VOLUME / ANGKA DASAR INISIATIE COMLAR cp | DK/
SATUAN BARU TP
1) @ 3 4) ®) ) 7 |6
013.01.WA Program Dukungan Manajemen 15,205,390,000 15,205,390,000
Sasaran Program :
07 |Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif
dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan
HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan
l?r?(gﬂéia%tits)rT}|<iner'a Program :
07.01 | Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"
07.02 | Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90
1558 Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor 15,205,390,000 15,205,390,000
(Fungsi/Sub Fungsi: 03.03)
1558.EBA GL';?JVOB‘J;?' 13,356,849,000 | 13.356849,000 KD
Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line] Dokumen,
Rekomendasi,
_______________________________ Unit
Lokasi: KOTA PALANGKARAYA
1558.EBA.956 Layanan Bmn 1.0 Layanan 217,544,000 217,544,000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 217,544,000 217,544,000
051 Pembinaan dan Pengelolaan BMN 180,752,000 180,752,000
052 Monitoring dan Pelaporan BMN 36,792,000 36,792,000
1558.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat 1.0 Layanan 165,729,000 165,729,000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 165,729,000 165,729,000
051 Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik 113,431,000 113,431,000
052 Pelaksanaan Kehumasan 52,298,000 52,298,000
1558.EBA.959 Layanan Protokoler 1.0 Layanan 78,646,000 78,646,000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 78,646,000 78,646,000
051 Koordinasi Keprotokoleran 7,760,000 7,760,000
052 Pelaksanaan Keprotokoleran 70,886,000 70,886,000
1558.EBA.960 Layanan Organisasi Dan Tata Kelola Internal 1.0 Layanan 77,196,000 77,196,000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 77,196,000 77,196,000
051 Fasilitasi Ketatalaksanaan dan Kelembagaan 77,196,000 77,196,000
1558.EBA.962 Layanan Umum 1.0 Layanan 7,140,000 7,140,000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 7,140,000 7,140,000
051 Pengelolaan Kearsipan 4,960,000 4,960,000
052 Fasilitasi Kerja New Normal 2,180,000 2,180,000
1558.EBA.994 Layanan Perkantoran 1.0 Layanan 12,810,594,000 12,810,594,000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 12,810,594,000 12,810,594,000
001 Gaji dan Tunjangan 8,534,410,000 8,534,410,000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 4,276,184,000 4,276,184,000
1558.EBC Layanan Manajemen SDM Internal [Base Line] 15%2:1?;3' 290,053,000 - _292’(53203 KD
_______________________________ Rekomendasi
Lokasi: KOTA PALANGKARAYA
1558.EBC.954 Layanan Manajemen Sdm 136.0 Orang 290,053,000 290,053,000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 290,053,000 290,053,000
051 Administrasi Kepegawaian 145,575,000 145,575,000
052 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian 144,478,000 144,478,000




RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-B

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEMEN/LEMB : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG 1 (01) Sekretariat Jenderal
PROGRAM : (013.01.WA) Program Dukungan Manajemen
SATUAN KERJA : (409190) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA
PROPINSI 1 (14) KALIMANTAN TENGAH
LOKASI : (51) KOTA PALANGKARAYA
Halaman : 2
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN T.A 2023 sp/ :ég;
KODE KINERJA PROGES:A/IL(P;E‘E:\?TAN/ KRO/ RO/ VOLUME NGRA DASAR NISIATIE COMLARL cp | pk/
SATUAN BARU TP
@ &) 3 “4 5 6 (7 | ®)
1558.EBD _ o _ 48;‘;‘;’2?”' 1,558,488,000 1,558,488,000 KD
Layanan Manajemen Kinerja Internal [Base Line] Laporan: —————————
_______________________________ Rekomendasi
Lokasi: KOTA PALANGKARAYA
1558.EBD.952 Layanan Perencanaan Dan Penganggaran 1.0 Dokumen 653,959,000 653,959,000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 653,959,000 653,959,000
051 Penelitian Pagu 119,258,000 119,258,000
052 Penyusunan Disbursement Plan 53,070,000 53,070,000
053 Analisa Kebutuhan 161,831,000 161,831,000
054 Koordinasi dan Konsultasi Capaian Kinerja Kanwil 319,800,000 319,800,000
1558.EBD.953 Layanan Pemantauan Dan Evaluasi 1.0 Dokumen 222,713,000 222,713,000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 222,713,000 222,713,000
051 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja 171,389,000 171,389,000
052 Rekomendasi Kinerja Program dan Kegiatan 4,942,000 4,942,000
053 Manajemen Risiko 46,382,000 46,382,000
1558.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan 1.0 Dokumen 335,572,000 335,572,000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 335,572,000 335,572,000
051 Pembinaan dan Pengelolaan Laporan Keuangan 270,980,000 270,980,000
052 Pembinaan dan Pengelolaan Perbendaharaan 64,592,000 64,592,000
1558.EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja 1.0 Dokumen 346,244,000 346,244,000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 346,244,000 346,244,000
051 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 59,858,000 59,858,000
052 Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) 59,924,000 59,924,000
053 Pembentukan Satker WBK/WBBM 112,718,000 112,718,000
054 Unit Pemberantasan Pungli dan Gratifikasi 56,572,000 56,572,000
055 Pembangunan Budaya Anti Korupsi 57,172,000 57,172,000

TOTAL 2023 2022

(3

~ Raya, 30 November 2022

A )

—

RM 15,205,390,000
PLN
RMP
PNP

BLU
HIBAH
PDN

o O O o o o o

SBSN

15,205,390,000




RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEMEN/LEMB : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG 1 (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum
PROGRAM : (013.03.BF) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
SATUAN KERJA : (409191) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA
PROPINSI 1 (14) KALIMANTAN TENGAH
LOKASI 1 (51) KOTA PALANGKARAYA
Halaman : 1
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN T.A 2023 sD/ Egi
KODE KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/
VOLUME / INISIATIF CP | DK/
KOMPONEN
SATUAN ANGKA DASAR BARU JUMLAH TP
@ &) 3 “4 5 6 (7 | ®)
013.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 2,295,000,000 2,295,000,000
Sasaran Program :
09 |Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi
Hukum Umum yang Berkepastian Hukum
Indikator Kinerja Program :
Persentase penyelesaian permohonan layanan
09.01 |administrasi hukum umum yang tepat waktu dan
berkepastian hukum
10 |Terwujudnya Otoritas Pusat yang Efektif dan Tepat
Sasaran
Indikator Kinerja Program :
10.01 Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam
’ masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti
5251 Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di 2,295,000,000 2,295,000,000
(Fungsi/Sub Fungsi: 03.03)
5251.AEA Koordinasi [Base Line] 14 kegiatan 430,079,000 430,079,000 KD
Lokasi: KOTA PALANGKARAYA
5251.AEA.001 Koordinasi Divyankum Dengan Instansi Terkait 14.0 kegiatan 430,079,000 430,079,000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 430,079,000 430,079,000
051 Koordinasi dengan instansi terkait 216,081,000 216,081,000
052 Koordinasi dengan unit pusat 213,998,000 213,998,000
5251.BAH 4layanan, bidang, 772,017,000 772,017,000 KD
' Pelayanan Publik Lainnya [Base Line] dokumen, Miliar ! e [ -
_______________________________ Rp, titik
Lokasi: KOTA PALANGKARAYA
5251.BAH.001 Layanan Administrasi Hukum Umum Di Wilayah 4.0 layanan 772,017,000 772,017,000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 772,017,000 772,017,000
051 Layanan kewarganegaraan 41,880,000 41,880,000
052 Pelantikan PPNS 16,840,000 16,840,000
053 Pelantikan Notaris 16,840,000 16,840,000
054 Layanan AHU lainnya 183,420,000 183,420,000
Sosialisasi/diseminasi/FGD/Rakor/Seminar/Webinar/workshop/pendal
056 aman materi layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah 374,457,000 374,457,000
057 Publikasi, Pameran dan Helpdesk 138,580,000 138,580,000
5251.BCB Perkara Hukum Lembaga [Base Line] 1 Perkara, Berkas 9,224,000 9,224,000 KD
Lokasi: KOTA PALANGKARAYA
5251.BCB.001 Penanganan Perkara Pada Kantor Wilayah 1.0 Perkara 9,224,000 9,224,000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 9,224,000 9,224,000
051 Advokasi Perkara Layanan AHU di Wilayah 9,224,000 9,224,000
6 Lembaga,
5251.BIC . ) ) Laporan, Badan 1,083,680,000 | _1,_082,6?0202 KD
engawasan dan Pengendalian Lembaga [Base Line] Usaha, Penyalur
_______________________________ Keputusan
Lokasi: KOTA PALANGKARAYA
5251.BI1C.001 Pengawasan Kenotariatan Pada Majelis Pengawas Di Wilayah 6.0 Lembaga 1,083,680,000 1,083,680,000

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

1,083,680,000

1,083,680,000




RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEMEN/LEMB : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG 1 (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum
PROGRAM : (013.03.BF) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
SATUAN KERJA : (409191) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA
PROPINSI 1 (14) KALIMANTAN TENGAH
LOKASI : (51) KOTA PALANGKARAYA
Halaman : 2
VOLUME / INISIATIF CP | DK/
KOMPONEN SATUAN ANGKA DASAR BARU JUMLAH P
@ &) 3 “4 5 6 (7 | ®)
051 E::c])ktj::g?;ﬁ I;zzga’\\;lv;s\z;m dan Penanganan Permasalahan 489,332,000 489,332,000
052 Eeerzr;kt);r:;at\gﬁ F‘;zzga’\vﬂvssDan dan penanganan permasalahan 507,372,000 507,372,000
053 Penanganan permasalahan kenotariatan pada MKNW 86,976,000 86,976,000
TOTAL 2023 2022
RM 0
PLN 0
RMP 0
PNP 2,295,000,000
BLU 0
HIBAH 0
PDN 0
SBSN 0
2,295,000,000




RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEMEN/LEMB : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG : (05) Ditjen Pemasyarakatan
PROGRAM : (013.05.BF) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
SATUAN KERJA : (409192) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA
PROPINSI 1 (14) KALIMANTAN TENGAH
LOKASI 1 (51) KOTA PALANGKARAYA
Halaman : 1
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN T.A 2023 sp/ Egi
KODE KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/
VOLUME / INISIATIF CP | DK/
KOMPONEN
SATUAN ANGKA DASAR BARU JUMLAH P
@ &) 3 “4 5 6 (7 | ®)
013.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 676,331,000 676,331,000
Sasaran Program :
06 |Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang
Berkualitas
Indikator Kinerja Program :
06.01 |Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan
06.02 |Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan
06.03 | Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan
06.04 Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak,
’ dan Tahanan
o7 |Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang
Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum
Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan
Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan
lierk Remasyiaiaiaangram :
07.01 |Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana
07.02 | Indeks Pemenuhan Hak Narapidana
Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien
07.03
Pemasyarakatan
07.04 |Indeks Pembinaan Khusus Anak
07.05 |Indeks Pengelolaan Basan Baran
07.06 |Indeks Pelayanan Tahanan
08 |Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang
Aman dan Tertib
Indikator Kinerja Program :
08.01 |Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan
5252 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah 676,331,000 676,331,000
(Fungsi/Sub Fungsi: 03.05)
5252.AEA Koordinasi [Base Line] 10 kegiatan 297,239,000 297,239,000 KD
Lokasi: KOTA PALANGKARAYA
Pembinaan Dan Pengendalian Pelaksanaan Fungsi .
5252.AEA.001 Pemasyarakatan Di Wilayah 10.0 kegiatan 297,239,000 297,239,000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 297,239,000 297,239,000
051 Koordinasi Dilkumjakpol, Pemda, TNI 66,510,000 66,510,000
052 Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan 48,070,000 48,070,000
053 Koordinasi Teknis Pemasyarakatan 80,496,000 80,496,000
054 Pameran Hasil Karya Narapidana 215,000 215,000
055 Monitoring dan Evaluasi 101,948,000 101,948,000
5252.AEF Sosialisasi dan Diseminasi [Base Line] 68 orang 164,302,000 164,302,000 KD
Lokasi: KOTA PALANGKARAYA
5252.AEF.001 Pembinaan Layanan Pemasyarakatan Di Wilayah 68.0 orang 164,302,000 164,302,000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 164,302,000 164,302,000
051 Sosialisasi Teknis Penyelenggaraan Layanan Pemasyarakatan di 48.588.000 48.588.000
Wilayah e s
052 Layanan Kerjasama, Pengaduan, Perizinan, dan Informasi 115,714,000 115,714,000
5252.BHB Operasi Bidang Keamanan [Base Line] 12 Ogﬁfearzis’i'*a” 214,790,000 214,790,000 KD
Lokasi: KOTA PALANGKARAYA




RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEMEN/LEMB : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG : (05) Ditjen Pemasyarakatan
PROGRAM : (013.05.BF) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
SATUAN KERJA : (409192) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA
PROPINSI 1 (14) KALIMANTAN TENGAH
LOKASI : (51) KOTA PALANGKARAYA
Halaman : 2
KOMPONEN VSOAL'I'LEJ’\,/’-I\IIE\I/ ANGKA DASAR INSQUF JUMLAH cP ?;/
@ &) ) “4 ) 6) (7 | ®)
5252 BHB.001 \(/)V;inlz;a;sri Penanganan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di 12.0 operasi 214,790,000 214,790,000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 214,790,000 214,790,000
051 Pengendalian UPT Pemasyarakatan 155,950,000 155,950,000
052 Pemindahan WBP 35,680,000 35,680,000
053 Pembinaan Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban 23,160,000 23,160,000

TOTAL

2023 2022

RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
PDN
SBSN

676,331,000

o O O O o o o

676,331,000




RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEMEN/LEMB : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG : (06) Ditjen Imigrasi
PROGRAM : (013.06.BF) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
SATUAN KERJA : (409193) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA
PROPINSI 1 (14) KALIMANTAN TENGAH
LOKASI : (51) KOTA PALANGKARAYA
Halaman : 1
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN T.A 2023 sD/ Egi
KODE KINERJA PROGKRS&ALQEE:\?TAN/ KRO/ RO/ VOLUME / ANGKA DASAR INISIATIE COMLAR cp | DK/
SATUAN BARU TP
1) @ 3 4) ®) ) 7 |6
013.06.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 1,318,123,000 1,318,123,000
Sasaran Program :
04 |Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan
Keimigrasian
Indikator Kinerja Program :
04.01 Indek_s Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan
Keimigrasian
05 |Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui
Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan
Keimigrasian
Indikator Kinerja Program :
05.01 |Indeks Pengamanan Keimigrasian
5254 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan 1,318,123,000 1,318,123,000
(Fungsi/Sub Fungsi: 03.03)
5254 AEA Koordinasi [Base Line] 8 kegiatan 762,610,000 762,610,000 KD
T 77 liokas: KoTAPALANGKARAYA
5254.AEA.002 Pembinaan Dan Koordinasi Bidang Teknis Keimigrasian 8.0 kegiatan 762,610,000 762,610,000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 762,610,000 762,610,000
052 Penilaian Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian 54,836,000 54,836,000
053 Pelaporan 4,976,000 4,976,000
5254.BHB [SBK] Operasi Bidang Keamanan [Base Line] 12 Og;r;?s’i'*a” 492,013,000 | 492013000 KD
T T T T T T[iokesi: koTAPALANGKARAYA
5254.BHB.UO1 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian Di Wilayah 8.0 operasi 316,456,000 316,456,000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 316,456,000 316,456,000
051 Pengumpulan Data dan Informasi 315,256,000 315,256,000
052 Penyajian Laporan 1,200,000 1,200,000
5254.BHB.U02 Operasi Mandiri Di Wilayah 2.0 operasi 86,758,000 86,758,000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 86,758,000 86,758,000
051 Pelaksanaan Pengawasan 86,458,000 86,458,000
052 Penyusunan Laporan dan Evaluasi 300,000 300,000
5254.BHB.U03 Operasi Gabungan Di Wilayah 1.0 operasi 56,324,000 56,324,000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 56,324,000 56,324,000
051 Persiapan Rencana Kegiatan 1,100,000 1,100,000
052 Pelaksanaan Pengawasan 53,974,000 53,974,000
053 Penyusunan Laporan dan Evaluasi 1,250,000 1,250,000
5254.BHB.U04 Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian Di Wilayah 1.0 operasi 32,475,000 32,475,000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 32,475,000 32,475,000
051 Prapenyidikan 12,625,000 12,625,000
052 Penyidikan 19,850,000 19,850,000
5254 .BKA [LS_BPE] Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat [Base 2 laporan 63,500,000 63,500,000 KD
2= e [ [ AU S,
T 7T ickes: KotAPaLANGKARAYA
5254.BKA.001 Pengawasan Orang Asing 2.0 laporan 63,500,000 63,500,000




RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEMEN/LEMB : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG : (06) Ditjen Imigrasi
PROGRAM : (013.06.BF) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
SATUAN KERJA  : (409193) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA
PROPINSI 1 (14) KALIMANTAN TENGAH
LOKASI :(51) KOTA PALANGKARAYA
Halaman : 2
KODE | KINERIA PROGRANI KEGIATAN/ KRG ROI oA A soy | o
KOMPONEN vorome! | ancka pasar | NOIATIE JUMLAH cP %’
1) @ 3 4) ®) ) 7 | 6
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 63,500,000 63,500,000
051 Persiapan Tim PORA 1,400,000 1,400,000
052 Pelaksanaan Tim PORA 62,100,000 62,100,000
TOTAL 2023 2022
RM 0

PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
PDN
SBSN

0
0
1,318,123,000
0
0
0
0

1,318,123,000




RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-B

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEMEN/LEMB : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG 1 (07) Ditjen Kekayaan Intelektual
PROGRAM : (013.07.BF) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
SATUAN KERJA : (409194) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA
PROPINSI 1 (14) KALIMANTAN TENGAH
LOKASI : (51) KOTA PALANGKARAYA
Halaman : 1
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN T.A 2023 sD/ :ég;
KODE KINERJA PROG}?SI{\AAL(P;EE:\?TAN/ KRO/ RO/ VOLUME 7 ANGKA DASAR INISIATIE COMLAR cp | DK/
SATUAN BARU TP
1) @ 3 4) ®) ) 7 |6
013.07.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 1,387,183,000 1,387,183,000
Sasaran Program :
03 |Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh
Indonesia
Indikator Kinerja Program :
03.01 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan
Intelektual
5253 Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor 1,387,183,000 1,387,183,000
(Fungsi/Sub Fungsi: 03.03)
5253.BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat [Base Line] 405 Orang 1,325,254,000 1,325,254,000 KD
[T T T T T [l koTApALNGKARAYA | | |7
5253.BDC.001 Diseminasi Kekayaan Intelektual Di Wilayah 330.0 Orang 865,561,000 865,561,000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 865,561,000 865,561,000
051 Persiapan Pemberdayaan Kl di Wilayah 2,118,000 2,118,000
052 Pelaksanaan Pemberdayaan KI di Wilayah 857,668,000 857,668,000
053 Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Kl di Wilayah 5,775,000 5,775,000
5253.BDC.002 \Ii;i”lgl;zﬂ Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Di 50.0 Orang 38,211,000 38,211,000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 38,211,000 38,211,000
051 ::;Eerjtiei’t)jgl Isid\ijléla;s;aiencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan 845,000 845,000
052 E?éalgitautﬁ?\f/ﬁ;l;:ﬁi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan 37,366,000 37,366,000
5253.BDC.003 \I;\zlseilc;si Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual Di 25.0 Orang 421,482,000 421,482,000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 421,482,000 421,482,000
051 \F/";aigiirrr]\pingan Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual di 415,707,000 415,707,000
052 Evaluasi dan Pelaporan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah 5,775,000 5,775,000
5253.BKB Pemantauan produk [Base Line] 1 laporan 61,929,000 61,929,000 KD
(T T T T [lows: kotaeaanekamavA | (| [T 7
5253.BKB.001 \F;‘Veigggrt]auan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Di 1.0 laporan 61,929,000 61,929,000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 61,929,000 61,929,000
051 \F/";ailr:;;rt]auan dan Pengawasan di Bidang Kekayaan Intelektual di 46,828,000 46,828,000
052 E&:ggimgiln(gmir;?g?}nganan Aduan/ Pelanggaran Kekayaan 15,101,000 15,101,000
T(;IAAL 208 5 222 s ﬁEP‘ﬂ"L“‘ Patangka Raya, 30 November 2022
PLN 0
RMP 0
PNP 1,387,183,000
BLU 0
HIBAH 0
PDN 0
SBSN 0
1,387,183,000




RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-B

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEMEN/LEMB : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
PROGRAM : (013.08.BB) Program Pembentukan Regulasi
SATUAN KERJA : (409195) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA
PROPINSI 1 (14) KALIMANTAN TENGAH
LOKASI : (51) KOTA PALANGKARAYA
Halaman : 1
KOMPONEN vorome! | ancka pasar | NOIATIE JUMLAH cP 2’;’
@ &) 3 “4 5 6 (7 | ®)
013.08.BB Program Pembentukan Regulasi 310,000,000 310,000,000
Sasaran Program :
o1 |Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang
berkualitas
Indikator Kinerja Program :
01.01 Persentase (%) R_ancangan Peraturan Perundang-
undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan
01.02 Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga
perancang peraturan perundang-undangan
01.03 Persentase (%) H_armoni_s,asi PeratL_Jran Perundang-
undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan
5250 Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di 310,000,000 310,000,000
(Fungsi/Sub Fungsi: 03.03)
5250.ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM [Base Line] égb'izi‘;'r:‘e‘g:ﬁ‘; 271,671,000 | enerioo KD
Lokasi: KOTA PALANGKARAYA
5250.ABD.001 | Rekomendasi Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah 19'0555?;;;’”1"39 271,671,000 271,671,000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 231,912,000 231,912,000
052 Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah 168,831,000 168,831,000
053 Pelaksanaan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah 63,081,000 63,081,000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 39,759,000 39,759,000
051 Persiapan Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah 30,665,000 30,665,000
054 Pelaporan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah 9,094,000 9,094,000
5250.ADG Standarisasi Profesi dan SDM [Base Line] 14 Orang 38,329,000 38,329,000 KD
[T T T T T T[loks: komapawekARAVA | | | 7
5250.ADG.001 g:';‘rgir':aa” Perancang Peraturan Perundang-Undangan Di 14.0 Orang 38,329,000 38,329,000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 22,005,000 22,005,000
052 Pelaksanaan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan 22,005,000 22,005,000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 16,324,000 16,324,000
051 Persiapan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan 10,300,000 10,300,000
053 Pelaporan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan 6,024,000 6,024,000
TOTAL 2023 2022
RM 310,000,000
PLN 0
RMP 0
PNP 0
BLU 0
HIBAH 0
PDN 0
SBSN 0
310,000,000




RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEMEN/LEMB : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG 1 (09) Ditjen Hak Asasi Manusia
PROGRAM : (013.09.BG) Program Pemajuan dan Penegakan HAM
SATUAN KERJA : (409196) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA
PROPINSI 1 (14) KALIMANTAN TENGAH
LOKASI : (51) KOTA PALANGKARAYA
Halaman : 1
KP/
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN T.A 2023 sp/ | kp/
KODE KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/
KOMPONEN VOLUME /| A\NGKA DASAR | INISIATIF JUMLAH CP | DK/
SATUAN BARU TP
@ &) 3 “4 5 6 (7 | ®)
013.09.BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM 231,015,000 231,015,000
Sasaran Program :
01 |Meningkatnya kebijakan pembangunan yang
berprespektif HAM
Indikator Kinerja Program :
01.01 | Persentase Kab/Kota Peduli HAM
Persentase penanganan dugaan pelanggaraan HAM yang
01.02 - S ;
ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil
01.03 | Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan
publik berbasis HAM
5255 Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah 231,015,000 231,015,000
(Fungsi/Sub Fungsi: 03.03)
- . . 1 Rekomendasi
_52_55:\51:)_ _ _Ke_blj_akin_Blian_gEutuT d_an_HiM_[Bise_LTe]_ ______ Kebijakan, Kajian 20770000 | 22,7_70,_002 KD
Lokasi: KOTA PALANGKARAYA
5255ABD.003 | Rekomendasi Analisis Produk Hukum Di Daerah 10 E:'é‘i’j:ke;nd“i 20,770,000 20,770,000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 20,770,000 20,770,000
Persiapan Identifikasi Telaahan/Rekomendasi Rancangan Produk
051 Hukum Daerah dari Perspektif HAM di Daerah 2,750,000 2,750,000
Pelaksanaan Hasil Identifikasi Telaahan/Rekomendasi Rancangan
052 Produk Hukum Daerah dari Perspektif HAM di Daerah 15,280,000 15,280,000
Monev dan Pelaporan Hasil Telaahan/Rekomendasi Rancangan
053 Produk Hukum Daerah dari Perspektif HAM di Daerah 2,740,000 2,740,000
5255.BAH Llayanan, bidang, 38,387,000 38,387,000 KD
) Pelayanan Publik Lainnya [Base Line] dokumen, Miliar e -
_______________________________ Rp, titik
Lokasi: KOTA PALANGKARAYA
5255.BAH.001 Fasilitasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Ham Di Wilayah 1.0 layanan 38,387,000 38,387,000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 38,387,000 38,387,000
051 Cveilrasl)i;aan Fasilitasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di 6,087,000 6,087,000
052 \F,’\;s“l:)lfzﬁnaan Fasilitasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di 24,660,000 24,660,000
Evaluasi dan Pelaporan Fasilitasi Penanganan Dugaan Pelanggaran
053 HAM di Wilayah 7,640,000 7,640,000
e . . 3 Lembaga, Unit
5255.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga [Base Line] Kerja, Tim 123,768,000 123,768,000 KD
Lokasi: KOTA PALANGKARAYA
5255.BDB.002 Pembinaan Lembaga Publik Berbasis Ham Di Wilayah 3.0 Lembaga 123,768,000 123,768,000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 123,768,000 123,768,000
051 Pembinaan Lembaga Publik Berbasis HAM di Wilayah 34,400,000 34,400,000
052 Koordinasi Implementasi Aksi HAM di Wilayah 81,148,000 81,148,000
053 Pengelolaan data dan Informasi Pemajuan HAM di wilayah 8,220,000 8,220,000
1 Daerah
5255.FBA 48,090,000 48,090,000 KD
Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah [Base Line] (Pro;:ﬁa?]/;(iota), —————————
_______________________________ Kab/Kota
Lokasi: KOTA PALANGKARAYA
5255.FBA.001 Pengumpulan Data Dan Pendampingan Kab/Kota Peduli Ham 1.0 kegiatan 48,090,000 48,090,000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 48,090,000 48,090,000
051 Persia}pan Pengumpulan Data dan Pendampingan Kabupaten/Kota 16,180,000 16,180,000
Peduli HAM




RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEMEN/LEMB : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG 1 (09) Ditjen Hak Asasi Manusia
PROGRAM : (013.09.BG) Program Pemajuan dan Penegakan HAM
SATUAN KERJA : (409196) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA
PROPINSI 1 (14) KALIMANTAN TENGAH
LOKASI : (51) KOTA PALANGKARAYA
Halaman : 2
VOLUME / INISIATIF CP | DK/
KOMPONEN SATUAN ANGKA DASAR BARU JUMLAH P
@ &) 3 “4 5 6 (7 | ®)
052 Pengumpulan Data dan Pendampingan Kabupaten/Kota Peduli HAM 23,320,000 23,320,000
053 Pemantauan dan Evaluasi Kab/Kota Peduli HAM 8,590,000 8,590,000
TOTAL 2023 2022
RM 231,015,000
PLN 0
RMP 0
PNP 0
BLU 0
HIBAH 0
PDN 0
SBSN 0
231,015,000




RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEMEN/LEMB : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG 1 (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
PROGRAM : (013.10.BB) Program Pembentukan Regulasi
SATUAN KERJA : (409197) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA
PROPINSI 1 (14) KALIMANTAN TENGAH
LOKASI 1 (51) KOTA PALANGKARAYA
Halaman : 1
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN T.A 2023 sp/ Egi
KODE KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/
VOLUME / INISIATIF CP | DK/
KOMPONEN
SATUAN ANGKA DASAR BARU JUMLAH P
@ &) 3 “4 5 6 (7 | ®)
013.10.BB Program Pembentukan Regulasi 135,212,000 135,212,000
Sasaran Program :
02 |Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan
dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum
Indikator Kinerja Program :
Persentase hasil pemantauan dan peninjauan /analisis dan
02.01 |evaluasi peraturan perundangundangan yang
dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan
Persentase Jumlah RUU Prakarsa Pemerintah Dalam
02.02 | Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 Yang Masuk Ke
Dalam Prolegnas Prioritas Tahunan
5256 Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan 135,212,000 135,212,000
(Fungsi/Sub Fungsi: 03.03)
5256.ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM [Base Line] th‘f:f::f”,(‘:‘zn 51,915,000 51,915,000 KD
Lokasi: KOTA PALANGKARAYA
5256.ABD.001 Rekomendasi Pemantauan Dan Evaluasi Produk Hukum Di 1.0 Rekp_mendasi 51,915,000 51,915,000
Daerah Kebijakan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 46,059,000 46,059,000
052 Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum 42,121,000 42,121,000
053 Perumusan Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum 3,938,000 3,938,000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 5,856,000 5,856,000
051 Persiapan Analisis dan Evaluasi Hukum 5,856,000 5,856,000
5256.8DB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga [Base Line] 1 "i'grtj’:gﬁnf”" 83,297,000 83,297,000 KD
Lokasi: KOTA PALANGKARAYA
5256.BDB.001 Fasilitasi Pembentukan Regulasi Pada Pemerintah Daerah 1.0 Lembaga 83,297,000 83,297,000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 64,342,000 64,342,000
051 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik 23,130,000 23,130,000
052 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Legislasi Daerah 41,212,000 41,212,000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 18,955,000 18,955,000
Peningkatan Pemahaman Penyusunan Prolegda dan/atau Naskah
053 Akademik 18,955,000 18,955,000




RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEMEN/LEMB : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG 1 (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
PROGRAM : (013.10.BF) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
SATUAN KERJA : (409197) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA
PROPINSI 1 (14) KALIMANTAN TENGAH
LOKASI 1 (51) KOTA PALANGKARAYA
Halaman : 2
KP/
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN T.A 2023 sp/ | kpy
KODE KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/
KOMPONEN VOLUME/ | \NGKA DASAR | INISIATIF JUMLAH CP DK/
SATUAN BARU TP
@ &) 3 “4 5 6 (7 | ®)
013.10.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 1,085,215,000 1,085,215,000
Sasaran Program :
11 |Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum
Indikator Kinerja Program :
11.01 Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi
’ hukum
11.02 Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang
’ dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan
11.03 Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang
’ dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan
11.04 |Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
4841 Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum 1,085,215,000 1,085,215,000
(Fungsi/Sub Fungsi: 03.03)
4841.BDD Fasilitasi dan Pembinaan Kel kM kat [Base Li 17 Kelompok 150,000,000 150,000,000 KD
e[ asiltast dan Pembinaan Kelompol asyarakat Base Lnel_ _ | “asyaraka S 0000
Lokasi: KOTA PALANGKARAYA
S 15.0 Kelompok
4841.BDD.001 Fasilitasi Kelompok Desa Sadar Hukum Masyarakat 95,473,000 95,473,000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 71,157,000 71,157,000
052 Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum 53,481,000 53,481,000
053 Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum 17,676,000 17,676,000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 24,316,000 24,316,000
Pembinaan dan Pengembangan Kelompok KADARKUM dan
051 Desa/Kelurahan Sadar Hukum 24,316,000 24,316,000
4841.BDD.002 | Layanan Penyuluhan Hukum 20 Kelompok 54,527,000 54,527,000
asyarakat
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 32,687,000 32,687,000
051 Penyiapan bahan kegiatan Penyuluhan Hukum 4,587,000 4,587,000
052 Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum 28,100,000 28,100,000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 21,840,000 21,840,000
053 Evaluasi Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Hukum 21,840,000 21,840,000
9 Lembaga,
4841.BIC Lanoran, Badan 101,192,000 101,192,000 KD
Pengawasan dan Pengendalian Lembaga [Base Line] u P e ppm_-—_——————
saha, Penyalur,
_______________________________ Keputusan
Lokasi: KOTA PALANGKARAYA
4841.BI1C.001 Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum 9.0 Lembaga 101,192,000 101,192,000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 101,192,000 101,192,000
051 Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum Tingkat Daerah 64,148,000 64,148,000
052 Pengawasan Bantuan Hukum Tingkat Daerah 37,044,000 37,044,000
6 layanan,
4841.BMA dokumen. gggeoo0 | | SE,EESEOE KD
Data dan Informasi Publik [Base Line] publikasi,
Wilayah, Peta,
_______________________________ Data, Lokasi
Lokasi: KOTA PALANGKARAYA
4841.BMA.001 Fasilitasi Jdihn 5.0 layanan 80,805,000 80,805,000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 59,055,000 59,055,000
051 Pengelol_aan dan P_engembangan Jaringan Dokumentasi dan 25,454,000 25,454,000
Informasi Hukum di Wilayah
053 Pengintegrasian JDIHN 4,718,000 4,718,000




RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-B

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEMEN/LEMB : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG 1 (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
PROGRAM : (013.10.BF) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
SATUAN KERJA : (409197) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA
PROPINSI 1 (14) KALIMANTAN TENGAH
LOKASI : (51) KOTA PALANGKARAYA
Halaman : 3
KOMPONEN vorome! | ancka pasar | NOIATIE JUMLAH R e
1) @ 3 4) ®) ) 7 |6
054 m?gﬁ);isr}gHiiznliv;lt\}\zls;;:hngelolaan Jaringan Dokumentasi dan 28,883,000 28,883,000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 21,750,000 21,750,000
052 Promosi, Penerbitan dan Kerja Sama JDIHN di wilayah 21,750,000 21,750,000
4841.BMA.002 Layanan Perpustakaan Hukum 1.0 layanan 9,188,000 9,188,000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 9,188,000 9,188,000
051 Pengelolaan Perpustakaan Hukum 7,938,000 7,938,000
052 Peningkatan Kapasitas Pustakawan 1,250,000 1,250,000
4841.QBA [SBK] Layanan Bantuan Hukum Perseorangan [Base Line] 81 Orang 648,000,000 648,000,000 KD
(T T T T T [k kotApALANGKARAYA | | T
4841.QBA.UOL Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi 81.0 Orang 648,000,000 648,000,000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 648,000,000 648,000,000
051 Pemeriksaan dan Upaya Hukum Biasa 567,000,000 567,000,000
052 Upaya Hukum Luar Biasa 81,000,000 81,000,000
4841.0BC [SBK] Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat [Base ;g:}'/gf;ﬁgt‘ 96,030,000 96,030,000 KD
| e _L'ie]_ _____________________ Kegatan | |\ Tt TTT=T==T
Lokasi: KOTA PALANGKARAYA
4841.QBC.U0L Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi 9.0 Kegiatan 96,030,000 96,030,000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 96,030,000 96,030,000
051 Egzéizﬁ:gasan Informasi dan Penanganan Perkara di luar 94,230,000 94,230,000
052 Konseling 1,800,000 1,800,000
TOTAL 2023 2022
RM 1,220,427,000
PLN 0
RMP 0
PNP 0
BLU 0
HIBAH 0
PDN 0
SBSN 0
1,220,427,000




RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEMEN/LEMB : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG 1 (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
PROGRAM 1 (013.11.WA) Program Dukungan Manajemen
SATUAN KERJA : (409198) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA
PROPINSI 1 (14) KALIMANTAN TENGAH
LOKASI : (51) KOTA PALANGKARAYA
Halaman : 1
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN T.A 2023 sp/ :ég;
KODE KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/
VOLUME / INISIATIF CP | DK/
KOMPONEN
SATUAN ANGKA DASAR BARU JUMLAH P
@ &) 3 “4 5 6 (7 | ®)
013.11.WA Program Dukungan Manajemen 254,632,000 254,632,000
Sasaran Program :
07 |Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif
dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan
HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan
?ﬁéﬂ?gtlts)r-rkiner'a Program :
07.05 Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien
' di Lingkungan Balitbang Hukum dan HAM
0g |Mewujudkan pemanfaatan rekomendasi kebijakan
hasil analisis strategi kebijakan sebagai bahan
pembangunan hukum nasional dan perumusan
keg'}jﬁlkan tp&:kum dgn hak asasi manusia
Indikator Kinerja Program :
Persentase pemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil
08.01 analisis strategi kebijakan sebagai bahan pembangunan
’ hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak
asasi manusia
08.02 Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak
’ Asasi Manusia
5248 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan 254,632,000 254,632,000
(Fungsi/Sub Fungsi: 03.03)
[5248ABD | Kebijakan Bidang Hukum dan HAM [BaseLine] K‘nge;f;?]erl‘(iisa'n 254,632,000 _ 54632000 KD
Lokasi: KOTA PALANGKARAYA
5248 ABD.001 Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum Dan Hak Asasi 3.0 Rekomendasi 242 087.000 242 087.000
’ ’ Manusia Di Wilayah Kebijakan R e
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 242,087,000 242,087,000
051 Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia 49,275,000 49,275,000
052 Analisis kebijakan dengan Pemanfaatan (SIPKUMHAM) 123,363,000 123,363,000
053 Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 69.449 000 69.449 000
gerbaISis IPK_lK'vll lisis S bijak ki k 0 Rek d - o
osialisasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum Dan Hal 1.0 Rekomendasi
5248.ABD.002 Asasi Manusia Di Wilayah Kebijakan 12,545,000 12,545,000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 12,545,000 12,545,000
051 Sosialisasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi 12 545.000 12.545.000
Manusia di Wilayah R R
TOTAL 2023 2022
a Raya, 30 November 2022
RM 254,632,000
PLN o gpalajKantor Wilayah
RMP 0
PNP 0
BLU 0 =
HIBAH 0 ‘:‘,4‘ PENGAYOMAN
PDN 0 = -'yr-gf ';-, tEFNDRA EKAPUTRA
pk
SBSN 0 "524},““’ oan AEL NI 197212241999021001
AN KALME
254,632,000
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